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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 merupakan
tahun kedua perencanaan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam periode renstra. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023
disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan aktivitas
baru untuk mempersiapkan program kegiatan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 terdiri dari
Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang
menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta
prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan serta kesesuaian penggunaan DAU EARMARK.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024,
untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian
tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan

manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 24 Juli 2023
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan (Permendagri No. 86 Tahun
2017). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didefinisikan juga sebagai dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah
maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi Daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah
khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki
fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD
merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.
Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan
tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja
Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian target Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu dan sistematis. Renja Perangkat Daerah
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Organisasi Perangkat
Daerah (RKA-OPD) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Organisasi
Perangkat Daerah (DPA-OPD).

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam
Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan
dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP,
Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA-OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
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1.2 Landasan Hukum

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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1.3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tata cara
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010;

16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 51);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 79);

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;

25. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Nomor : ...................
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DINAS SOSIAL Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat
ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD. Sedangkan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1) Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Renstra
dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat.
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1.4 Sistematika Penulisan
Renja Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas
Sosial Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BABI: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Perangkat Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV : PENUTUP
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BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dapat dilihat dengan
membandingkan antara capaian berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang
ditetapkan DPA/DPPA Tahun 2022 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang merupakan
tahun terakhir periode renstra. Adapun Capaian tahun 2022 telah memenuhi target
yang ditetapkan, Sebagaimana akan digambarkan pada capaian realisasi fisik dan

keuangan sebagai berikut :
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D)

Rencana Kerja 2024

TABEL - 2.1

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA APBD
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT
PER 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

Sasaran

Pagu Anggaran

Bobot

Fisik

Keuangan

Panti

Sosial

No Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan perubahan Kegiatan | % — (Re) % — Sisa Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
:233:}%‘:" PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai SAKIP Lingkup OPD 8.308.396.700 69,38 69,38 8.194.053.239 98,62 69,50 114.343.461
Ezg‘igﬁa”aa”' Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD 94.405.300 0,79 | 100 0,79 94.165.300 99,75 | 0,80 240.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD 6.006.123.235 50,16 100 50,16 5.920.224.069 98,57 50,21 85.899.166
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Eii:fl:‘;assfp';enge'c"aan Administrasi Barang Milik Daerah 29.181.400 024 | 100 0,24 29.164.000 99,94 | 0,25 17.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :E;ssntase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup |35 g5 090 1,13 | 100 1,13 134.192.332 98,93 | 1,14 1.457.668
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD 850.733.220 7,10 100 7,10 835.590.171 98,22 7,09 15.143.049
Penga#aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perseqtase Pengelolaan Pgngadaan Barang Milik Daerah 683.014.580 570 100 570 682.650.460 99,95 579 364.120
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan 187.636.965 157 | 100 1,57 186.647.287 99,47 | 1,58 989.678
Pemerintahan Daerah
Pemell.haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perser?tase Barang Milik Daerah yang Mendapatkan 321.652.000 269 100 269 311.419.620 96,82 264 10.232.380
Pemerintahan Daerah Pemeliharaan
2 Meningkatnya PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.325.647.240 19,42 19,42 2.288.220.700 98,39 19,41 37.426.540
Kesejahteraan Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran
dan Fungsi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi DTKS yang P 2.256.753.240 18,85 100 18,85 2.222.477.760 98,48 18,85 34.275.480
Sosial bagi :
Penduduk Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Persentase Anak yang mendapatkan hak asuh sesuai 68.894.000 0,58 100 0,58 65.742.940 95,43 0,56 3.151.060
Miskin dan Orang Tua Tunggal dengan ketentuan
Rentan PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Indeks Keberfungsian Sosial Bagi Pemerlu 408.784.480 3,41 3,41 402.503.900 | 98,46 | 3,1 6.280.580
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Rehablllta5|. Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Persentase Penya.r?dar.\g DI.SabI|ItaS yang mendapatkan 158.187.400 132 100 132 157.227.400 99,39 133 960.000
dalam Panti Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan 46.733.500 039 | 100 0,39 41.313.500 8840 | 035 5.420.000
Rehabilitasi Sosia
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan 26.991.000 023 | 100 0,23 26.643.000 98,71 | 0,23 348.000
Rehabilitasi Sosia
Reha'blllta5| Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Persentase Gel~a.nda'ngar~1 dan Pengemis yang menerima 43.036.000 0,36 100 0,36 43.685.000 101,51 0,37 -
Panti layanan Rehabilitasi Sosial 649.000
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA
Sosial (PMKS)Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi 133.836.580 1,12 100 1,12 133.635.000 99,85 1,13 201.580
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Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Persentase Penanganan KTK PM yang dipulangkan 81.324.600 78.313.600 96,30 3.011.000
Daerah Kabupaten / Kota Asal

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Persentase Jumlah Korban Bencana yang Tertangani 257.745.500 -.- 243.556.500 94,49 - 14.189.000

3 Meningkatnya

Kemampuan,

Partisipasi,

Peran dan

Fungsi Potensi

Sumber

Kesejahteraan

Sosial (PSKS)
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial 268.585.400 2,24 100 2,24 267.573.940 99,62 2,27 1.011.460
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan 130.232.940 09 100 109 128.589.400 98,74 109 1.643.540
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi ifgf:::iase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional | 5, 134 509 162 | 100 1,62 187.831.940 96,75 | 1,59 6.306.060
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2. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2022 dapat disimak penjelasan dibawah ini :

a.

Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang
direncanakan rata-rata telah mencapai angka 98,46% yang meliputi 7 program
yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemberdayaan
Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan,
Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan
antara lain karena adanya kebijakan penguatan program kegiatan melalui
pelaksanaaan kebijakan penanganan PPKS, seluruh program kegiatan
mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu
kepada indikator capaian program dalam Renstra SKPD Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Dengan terpenuhinya target Renstra SKPD
yang didasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan maka
menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal
ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

Belum tercapainya target karena terdapat program/kegiatan yang masih belum
dilaksanakan dan diproyeksikan akan tercapai pada pelaksanaan program
pembangunan pada Anggaran Perubahan tahun 2023. Selain itu belum
tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra dan juga
seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial, karena selain dukungan
sarana dan prasarana yang belum tersedia, sumber daya manusia yang
terbatas serta dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan untuk
menyediakan aksesibilitas pelayanan Sosial bagi PPKS sebagaimana target
yang ditertuang dalam Renstra.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Barat secara langsung terwujud dalam meningkatnya fungsi
sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan dalam hal ini PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di masyarakat yang pada gilirannya
memberikan kontribusi terhadap penurunan angka Kemiskinan, Menurunnya
Pengangguran dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dapat tergali
serta didayagunakan secara maksimal sebagai mitra dalam pembangunan
kesejahteraan Sosial.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi  faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program
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kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan RAPBD jika terjadi kesalahan

usulan program kegiatan atau pergeseran anggaran kegiatan yang masih

sesuai dengan program, selain itu untuk meningaktkan realisasi target

program ditahun berjalan. Kebijakan lain optimalisasi pencapaian target

Renstra yaitu melakukan percepatan penerapan pencapaian target SPM

Bidang Sosial.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai

dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan

kesehatan), tidak serta merta melepaskan Provinsi Sulawesi Barat dari berbagai

permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang

masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 2.2

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Provinsi Sulawesi Barat

NO JENIS PPKS POPULASI ‘
1 | Anak Balita Terlantar (jiwa ) 1

2 | Anak Terlantar (jiwa ) 2.031
3 | Anak Yang berhadapan Dengan Hukum 72

4 | Anak Jalanan (jiwa ) N/A
5 | Anak Dengan Kedisabilitasan (jiwa ) 328
6 | Anak Korban Tindak Kekerasan (jiwa ) 84

7 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 5

8 | Lanjut Usia Terlantar (jiwa ) 290
9 | Penyandang Disabilitas (jiwa ) 2.494
10 | Tuna Susila (jiwa ) 835
11 | Gelandangan (jiwa ) 25
12 | Pengemis (jiwa ) N/A
13 | Pemulung (jiwa ) N/A
14 | Kelompok Minoritas (jiwa ) N/A
15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (jiwa ) 112
16 | Orang Dengan HIV/AIDS (jiwa ) N/A
17 | Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa ) 17.896
18 | Korban Trafiiicking (jiwa ) N/A
19 | Korban Tindak Kekerasan (jiwa ) N/A
20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa ) 105
21 | Korban Bencana Alam (jiwa ) 92.716
22 | Korban Bencana Sosial(jiwa ) 276
23 | Perempuan Rawan Sosial(jiwa ) N/A
24 | Fakir Miskin ( KK') 165.990
25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi ( KK) N/A
26 | Komunitas Adat Terpencil ( KK) 981

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah Populasi PPKS yang

merupakan sasaran terhadap penanganan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi
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Barat, dimana dalam penanganannya dilakukan secara terpadu baik pusat maupun

daerah.

Untuk mendukung penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS), juga tersedia dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan tenaga binaan dari Kementerian Sosial,
Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan penanganan PPKS di daerah.

Adapun data dan persebaran PSKS di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan
Tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel - 2.3
Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

\[o) DATA PSKS PO:(I)J;.:-\SI
1 | Pekerja Sosial Propesional 35
Pekerja Sosial Masyarakat 242
Taruna Siaga Bencana 720
Lembaga Kesejahteraan Sosial
- LKS Tuna Sosial 2
- LKS Anak 34
4 - LKS Lanjut Usia 16
- LKS Orang Dengan Kecacatan (ODK) 7
- LKS Rehabilitasi Narkotika dan 2
Fsitrofik dan Zat Adektif (NAPZA)
- LK Askesos 19
5 | Karang Taruna 297
6 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 6
7 | Keluarga Pioner 30
8 | Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat 12
9 | Wanita Peminpin Kesejahteraan Sosial 8
10 | Penyuluh Sosial 45
11 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 69
12 | Dunia Usaha ( DU yang berpartisipasi dalam CSR) 19

Berdasarkan data dukung diatas, dapat digambarkan terhadap capaian kinerja
pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Indikator Kinerja yang
sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci
(IKK) Bidang Sosial sebagaimana Target yang telah ditentukan yang dapat di uraikan

sebagaimana Tabel berikut.
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Tabel — 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Barat

SPM Target Renstra P kat Daerah Realisasi Capai
/ IR aTSER e AR ST BRaE S T e it Ea it Catatan

Analisis

Indikator Standar
Nasional

Persentase penyandang disabilitas

terlantar yang terpenuhi kebutuhan
1 . SPM IKK 100 100 100 100 100 100 100 100
dasarnya di dalam

panti

Persentase Anak Terlantar yang
2 | terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam SPM IKK 100 100 100 100 100 100 100 100
panti

Persentase lanjut usia terlantar yang
3 | terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam SPM IKK 100 100 100 100 100 100 100 100
panti

Persentase gelandangan dan pengemis
4 | yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di SPM IKK 100 100 100 100 100 100 100 100
dalam panti

Persentase korban bencana alam dan
sosial yang terpenuhi kebutuhan

5 SPM IKK 100 100 100 100 100 100 100 100
dasarnya pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana provinsi
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan kualitas PPKS,

mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat ketahanan sosial serta dapat meminimalisir

terjadinya konflik sosial di masyarakat. Isu strategis terkait dengan pembangunan

kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1.

Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, data
penerima bantuan, dan data PPKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi
sehingga memperbesar inclusion menetapkan orang yang tidak memenubhi
syarat/ineligible sebagai penerima manfaat dan exclusion error (tidak menetapkan
orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat) khususnya dengan
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan
strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin
dan rentan.

Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum
terstandar sehingga perlu memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi
masyarakat.

Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan
efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi
regulasi, kesempatan berusaha, maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha
secara mandiri dan berkelanjutan.

Belum optimalnya sertifikasi professional terhadap SDM penyelenggara kesejahteraan
sosial dan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Masih rendahnya
kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial serta
pengelolaan keuangan daerah.

Memberikan dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dalam rangka penguatan
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta
Penanganan Fakir Miskin.

Penguatan ketahanan dalam penanganan bencana.

Menumbuhkan nilai-nilai keperintisisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terhadap Rancangan Awal RKPD bahwa target Kinerja Tahun 2024 pada bidang

Sosial lebih menitik beratkan pada Pemenuhan SPM Bidang Sosial, Pengelolaan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penguatan Perlindungan Sosial melalui

pemberian Bantuan Sosial yang terintegrasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan

pendapatan dan daya beli Masyarakat.
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG)
Daerah terkait desk pembahasan RKPD urusan bidang sosial dengan memperoleh
masukan dan usulan dari Kabupaten. Selanjutnya dari hasil usulan tersebut diverifikasi
terlebih dahulu bersama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi
Barat dan pihak pemangku kepentingan dalam hal ini 6 Kabupaten di Sulawesi Barat
(Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah).

Berikut Berita Acara Kesepakatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Tahun

2023, serta Rekapitulasi data target sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI BARAT

DINAS SOSIAL
Alamad Kompleks Kantor Gubamur Sulawes! Baral
Jalan KM Abd. Makk PattansEndeng, Rangas, Marmup (81511)

BERITA ACARA KESEPAKATAN
RAPAT FORUM OPD
TAHUN 2023

Pada harl nl, Selasa tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah
dilaksanakan Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 antara Dinas Sos@al Provinsi
Sulawesi Barat bersama Dinas Sosial Kabupaten se Provinsi Sulawes| Barat dalam rangka
penyusunan RKPD serta pencapaian target pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 dengan
hasd sebagal benkut:

1, Mengacu Desk Pembahasan Bidang Sosial pada Rapat Koordinasi Tekns
Perencanaan Pembangunan TA. 2024 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Baral pada tanggal 2 Maret 2023, Dinas Sosial Kabupaten se
Provinsi Sulawesi Baral Mendukung Pencapalan Indkator dan Target Nasional serta
Indikator dan Target Provinsi Sutawesi Barat dengan uraian sebagai berikut .

NO INDEKATOR TARGET | TARGET @ CATATAN/ REKOMENDASI
| NASIONAL | PROVINSI
1. | PERSENTASE DAERAH T0% 100% » Rakord TKPKD
YANG AKTIF MELAKUKAN « melakukan pemuiakhian data
PEMUTAKHIRAN DATA secara berkala dan mefakukan
TERPADU usulan DTKS
PENANGGULANGAN » data peryandang disabiktas
| KEMISKINAN tarlantar, anak terlantar, lanjur
usia ferfantas dan Qepen g yang
‘ P S = | cmasukkan dafam DTKS
2.  PENINGKATAN KAPASITAS 7.230 68 Orang | Keriasama dengan Ealal Diklat
' BAGH TENAGA, Orang unfuk mendapatkan peninghatan
l' KESEJAHTERAAN SOSIAL Kapasitas
KECAMATAN (TKSK) !
3. | KELUARGA YANG | 10.000.000 | 70,815 |« Rakor PKH
MENDAPAT BANTUAN KPM KPM | « Rekonsikas
SOSIAL BERSYARAT = bt @ MBONRY
4 | PENINGKATAN KAPASITAS 39.351 235 SDM | « Pemantapan SOM PKH,
PENDAMPING PKH SomM | » Best Practice P2K2 PKH
e | » Operasional P2K2.
5 | PENINGKATAN KUALITAS 850 4 » Mandarong Akredaasi
PELAYANAN LEMBAGA DI | Lembags | Lembaga Lambega,
BIDANG KESOS » Peningkatan Kualtas
Patayanan Rehablitas: Sosial o
Dalam Panb
« Bekarjasama dengan Bata
Didat e
8 KPM YANG | 15000 | 250 KPM | Optimaisasi bantuan sosial
| MENDAPATKAN BANTUAN | KPM ekonomi produktif unsuk
SOSIAL INSENTIF MOOAL mengentaskan komiskinan oan
U 3 mendptakan kemandidan
jekosoml
Dipronitaskan diberian kepada
<KPM PKH Graduasi
JKPM DTKS
+Lanss Terdantar
-Penyandang Disatililtas Berat
-Eks Narapedans .
; kebutuban agsr
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» Memastikan para 2 1
lzyanan memiliki
« Dinas Sosial beleoga sama
odengan LKS, Dinas Pendidikan
dan Dinas Kesehatan terkmt
skama kemudahan pel
penddikan dan kesshatan bag
penersma layanan SPM Scsial
— e o1 dafam panti
B | JUMLAH TENAGA 1000 Orang | 18 Orang | Penguatan Peran Tenaga
PELOPOR PERDAMAIAN Pelopot
YANG SIAP Df TUGASKAN 2 iz -
9 | ANAK TERLANTAR YANG | 1700 Orang | 200 Orang | « pemenuhan kebutuhan agar
TERPENUHI KEBUTUHAN mengacu pada standar ieknis
DASARNYA DI DALAM SPM sosul
PANTI * memastiken pars penenma
layanan SPM Sosal mengacy
pada DTKS
« Momastikan para penanma
layanan memiliki Agminduk
| « Dinas Sosal bekana sama
dengan LKS, Dinas Pendidikan
dan Dinas Kesehatan terkall
skema kemudahan polayanan ‘
pendidikan dan kesehatan bagl
penenima layanan SPM Sossal |
R e | didaiam panti d
10 | PERSENTASE (%) 100% | 100% « Maiakukan Koordinasi, I
KORBAN PERDAGANGAN Monitoring, Pembinaan dan
ORANG DAN MIGRAN, pelaporan panerima asssiendi
TUNA SOSIAL, BEKAS | renabilitasi sosial
WARGA BINAAN LEMBAGA
- PEMASYARAKATAN
DANATAL KORBAN
TINDAK KEKERASAN
YANG MENDAPATKAN
ASISTENS! REHABILITAS!
SOSIAL
11 | LANJUT USIA TERLANTAR | 3400 Orang | 80 Orang | » pemenuhan kebutuhan agar
YANG TERFENUHI mengacu pada standar leknis
KEBUTUHAN DASARNYA SPM sosial
DI DALAM PANTI ].mmunpaum
layaran SPM Sosia mengacay
pads DTKS
« Memastikan pam penerima
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_))

/ § Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peisyanan Dasar pada Standar Petayanan Minimat
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Dasrah KabupaternvKota
f 3. Target Rencans Kena Dinas Sosial Provinst di Kabopaten

NO | RENCANA KERJA PROGRAM TARGET
1 | PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS 6 KABUPATEN
, DAERAH KABUPATENKOTA DALAM 1 (SATU) DAERAM
. ‘ PROVINS! A T
| 2 | PEMBERDAY AAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN & KABUPATEN
| | SOSIAL PROWINSI
3 [ PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN 6 KABUPATEN
TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKAS! DI DAERAH
PROVINS| UNTUK DIPULANGKAN KE  DAERAH
| KABUPATENAKOTA ASAL D SasTAE !
4 |REMABILITASI  SOSIAL  DASAR  PENVANDANG 6 KABUPATEN
| DISABILITAS D% DALAM PANTI RNOIAT I
5 | REMABILITASI SOSIAL DASAR ANAX DI DALAM PANT B KABUPATEN
6 | REHABILITASI SOSIAL DASAR LANSIA DI DALAM PANTI 6 KABUPATEN
7 | REHABILITAS! SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN 6 KABUPATEN
| PENGEMIS D DALAM PANTI -2 YA
3 REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH 6 KABUPATEN
| KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA DI LUAR
| HIVIAIDS DAN NAPZA Ot DALAM PANTI
9 | PENGANGKATAN ANAX ANTAR WNI DAN & KABUPATEN
| | PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL NG ..~
10 | PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH & KABUPATEN
| PROVINSI
11 | PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN 6 KABUFPATEN
BRs SQSlA;. PROVINS =
EN F’ENGELQ._AAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL 2 KABUPATEN

Demikian Berta Acara ini dibust dan desepakati untuk diadikan acuan dalam penyusunan Rencana
Kedja (Renja) Dinas Sosal Provinsi Sulawesi Barst dan Dinas Sosial Kabupaten serta sepenuhnya

| PROVINSI

mendapatkan dukungan data dar Dinas Sosial Kabupaten se Provinsi Sulawes: Baral,

Yang menyopakali

Dinas Sosial

amuju Tengah,

Dinas Sosial Provi
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan perbaikan kondisi
tata kehidupan bangsa agar menjadi lebih baik dan menigkatkan kesejahteraannya.
Secara spesifik, isu strategis yang terkait Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Barat
permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial,
penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan tindak
kekerasan. Hal ini harus dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan
berkesinambungan.

Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala
Pemerintahan yang diharapkan dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengentasan kemiskinan
ekstrim.

Berdasarkan uraian di atas, Kondisi Strategis terpengaruh yang masih harus
membutuhkan penanganan berbagai pihak di Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

1. Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data
sektoral penerima bantuan dan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),
antara lain sektor kesehatan dan Pendidikan serta data P3KE.

2. Pengelolaan Data Terpadu Kesejaheraan Sosial, data penerima bantuan, dan data
PPKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar
inclusion menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/ineligible sebagai penerima
manfaat dan exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible
sebagai penerima manfaat) khususnya dengan pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

3. Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan
strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin
dan rentan.

4. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum
terstandar sehingga perlu memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi
masyarakat.

5. Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan

efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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6. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi
regulasi, kesempatan berusaha, maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha
secara mandiri dan berkelanjutan.

7. Belum optimalnya sertifikasi professional terhadap SDM penyelenggara kesejahteraan
sosial dan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Untuk melaksanakan pembangunan kesejateraan sosial di Sulawesi Barat agar
mampu mencapai daya guna dan berhasil guna khususnya dalam rangka mewujudkan
tujuan pembagunan kesejahteraan sosial yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi

PPKS, maka perumusan Sasaran Renja SKPD diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan
kesejahteraan sosial bagi PPKS;

2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS;

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk
bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode
penanggulangan kemiskinan;

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan,
pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;

5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Adapun secara sederhana dari uraian diatas dapat disimak pada gambar berikut :

Stakeholder

SPO1 - Mewujudkan Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Customer

SP03 - Meningkatnya Kesejahteraan SP02 - Meningkatnya
dan Fungsi Sosial bagi Penduduk Pemberdayaan
Miskin dan Rentan Kesejahteraan Sosial

SP05 - Tertanganinya SP04 - Meningkatnya SPO06 - Meningkatnya Indeks SPO7 - Meningkatnya Penanganan

Pemulangan Pemberdayaan Sosial Keberfungsian Sosial Bagi Pemerlu Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial
Warga Migran Korban Tindak dalam Penyel an Pel Kesej Sosial terhadap Anak dalam mendapatkan
Kekerasaan sampai ke Daerah Asal Kesejahteraan Sosial (PPKS) pengasuhan

SP08 - Tertanganinya Korban Bencana Alam SP.09 - Meningkatnya Nilai-NilaiKer Keperinti: K
dan Korban Bencana Sosial Lainnya Sosial dalam Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi

ing & Growth
SP12 - Meningkatnya SP13 - Meningkatnya SP.10 - Meningkatnya Pengelolaan SP.11 - Meningkatnya

Pengelolaan Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Tata Laksana
Lingkup Dinas Sosial Lingkup Dinas Sosial Lingkup Dinas Sosial Lingkup Dinas Sosial
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3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 mengacu
pada Rencana Pembangunan Daerah (Renstra) Tahun 2023-2026 dengan berpedoman
pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat telah
melakukan sinkronisasi dengan Bappeda terkait Program dan Kegiatan yang dikategorikan
sebagai Prioritas Daerah yang bertujuan untuk penyelarasan dokumen RPD Tahun 2023—-
2026.

Adapun Sub Kegiatan mengacu pada Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai
berikut :

TABEL - 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
(Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 atas Pemutakhiran
Permendagri 90 Tahun 2019)

KODE SUB KEGIATAN

1|06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1,06 |02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

110602 1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1106 |02 | 101 | o1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang

1/06|02]|1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

1106 102 | 1.02 | o1 Peniljglfatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Provinsi

1106 102 | 1.02 | 02 Peningkatan Kema?mp-)uan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Provinsi

1106 102|102 |03 Peningkatan Kema.m;.)uan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Provinsi

1106 02 |1.02 |04 Peningkatan Kemampuan Pote?ns.i Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Provinsi

1106 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari

1/06 03| 1.01 Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari

106 |03 |1.01 |01 | Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal
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1,06 |04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1|06 04! 1.01 Reha_bilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam
Panti

1,06 |04 | 1.01 | 01 | Penyediaan Permakanan

1|06 |04 | 1.01 | 02 | Penyediaan Sandang

106 |04 | 1.01 | 03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

1106 |04 | 1.01 | 04 | Penyediaan Alat Bantu

1|06 |04 | 1.01 | 05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

106 |04 | 1.01 | 06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

106 |04 | 1.01 | 07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

1106 104|101 |08 ngilit_a.si Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas

1106 |04 | 1.01 | 09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

106 |04 | 1.01 | 10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

106 |04 | 1.01 | 11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1106 |04 |101 |12 Koordinasi dan. Sin!<.ronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar

106 |04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

106 |04 | 1.02 | 01 | Pengasuhan

1|06 |04 | 1.02 |02 | Penyediaan Makanan

1|06 |04 | 1.02 | 03 | Penyediaan Sandang

106 |04 | 1.02 | 04 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

1|06 |04 | 1.02 | 05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

1106 |04 | 1.02 | 06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

1|06 |04 | 1.02 | 07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

1106 |04 |1.02 |08 Fasilit.asi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu
Identitas Anak

106 |04 | 1.02 | 09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

1,06 |04 | 1.02 | 10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

106 |04 |1.02 | 11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1|06 |04 | 1.02 | 12 | Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti

1106 104|102 |13 Koordinasi, Sinkr_onisasi dan F_’embinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di dalam Panti

1,06|04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

1|06 |04 | 1.03 | 01 | Penyediaan Permakanan

1|06 |04 | 1.03 | 02 | Penyediaan Sandang

106 |04 | 1.03 | 03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

1|06 | 04 | 1.03 | 04 | Penyediaan Alat Bantu

1|06 | 04 | 1.03 | 05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial

106 |04 | 1.03 | 06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

1|06 |04 | 1.03 | 07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

i o6 |04 1.03 08 Failsilit-a.si Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang
Disabilitas
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1|06 |04 | 1.03 |09 | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

106 |04 | 1.03 |10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

106 |04 | 1.03 | 11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1]/06 |04 |1.03 |12 | Pemulasaraan

i o6 | 04 1.03 13 Koo-rdinas.i, Sinkronisas? dan Pembin.aan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

106 |04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

1|06 |04 | 1.04 | 01 | Penyediaan Permakanan

106 |04 | 1.04 | 02 | Penyediaan Sandang

1 /06 |04 | 1.04 | 03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

1|06 |04 | 1.04 | 04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

106 |04 | 1.04 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

1|06 |04 | 1.04 | 06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

1106 |04 | 1.04 | 07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

1106 |04 | .04 | 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk,
Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

106 |04 | 1.04 | 09 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

1,06 |04 | 1.04 | 10 | Pemulangan ke Daerah Asal

1106 |04 | 104 |11 Koordinasi, Sinkronisasi da.n Pembinaan. Pelaksanaar.l Rehabilitasi Sosial Dasar
Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

1106 04! 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti

1|06 |04 | 1.05 |01 | Penyediaan Permakanan

1|06 |04 | 1.05 | 02 | Penyediaan Sandang

1106 |04 | 1.05 | 03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

1106 |04 | 1.05 | 04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

1|06 |04 | 1.05 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

106 |04 | 1.05 | 06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

1106 |04 | 1.05 | 07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

1106 |04 | 1.05 | o8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk,
Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

1|06 |04 | 1.05 | 09 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

1,06 |04 | 1.05 | 10 | Pemulangan ke Daerah Asal
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi

1|06 |04 | 1.05 | 11 | Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar
HIV/AIDS dan NAPZA

1,06 |05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1106 |05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang
Tua Tunggal

1|06 |05 |1.01 | 01 | Pengangkatan Anak antar WNI

1106 |05 |1.01 | 02 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

106 05|1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

1|06 |05 |1.02 |01 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
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06 | 07 | 1.01 | 01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

06 | 07 | 1.01 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

106 |05 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1106 |05 |1.02 | 03 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1,06 |06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

106 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
106 |06 | 1.01 | 01 | Penyediaan Permakananan

1|06 |06 | 1.01 |02 | Penyediaan Sandang

1106 |06 | 1.01 | 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

1|06 |06 | 1.01 | 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

1106 |06 | 1.01 | 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial

1,06 |07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
106 |07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1

1

1

06 |07 | 1.01 | 03 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
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Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.07.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.07.0000 Dinas Sosial

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel — 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2024

X Perang
. .| Prakiraan
Urusan / Bidang . Target Realls.a5| Capaian . . kat
Indikator . Capaian . N Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan / Akhir Target Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
Program / . RENJA Sasaran Tahun 2023 Penang
No Kode Program / . Periode RENJA
Kegiatan / Sub Keglat?n /Sub Renstra oPD OPD gung
Kegiatan Kegiatan oPD Tahun Tahun _ __ Jawab
2022 2023 Target Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target | Pagu Indikatif (Rp)
2024 Dana Nasional Daerah
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dinas Sosial 13.867.555.785,00 20.320.000.000,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.867.555.785,00 20.320.000.000,00
1| 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 13.867.555.785,00 20.320.000.000,00
1 11|06 |01 PROGRAM Nilai Rapor - 70 Poin 8.164.580.785,00 - 9.210.000.000,00
PENUNJANG SPBE Lingkup 66,50
URUSAN OPD Poin
PEMERINTAHAN Nilai SAKIP 85 Poin
DAERAH Lingkup OPD 80 Poin
PROVINSI Tingkat Capaian
Kinerja
Anggaran
Lingkup OPD
Tingkat Tata
Kelola
Manajemen
ASN Lingkup
OPD
1]06 |01 | 101 Perencanaan, Nilai - 100 181.000.000,00 Meningkatkan - - - 296.000.000,00
Penganggaran, Perencanaan Persen Sumber Daya
dan Evaluasi Kinerja Lingkup Manusia Yang
Kinerja SKPD Berkualitas Dan
Perangkat Berdaya Saing
Daerah
1106 | 01 | 1.01 |0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat | Renja 2024 23




Jumlah 4 70.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 200.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Perencanaan Semua UMUM- Manusia Yang
Perangkat Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Daerah Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UMuUuM
1|06 | 01 | 1.01 | 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Jumlah 1 10.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 10.000.000,00 | DINAS
Dokumen RKA- Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
SKPD dan Semua UMUM- Manusia Yang
Laporan Hasil Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Koordinasi Semua ALOKASI Berdaya Saing
Penyusunan Kel/Desa UMUM
Dokumen RKA-
SKPD
1|06 |01 | 1.01 | 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah 2 15.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 15.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Perubahan RKA- Semua UMUM- Manusia Yang
SKPD dan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Laporan Hasil Semua ALOKASI Berdaya Saing
Koordinasi Kel/Desa UMUM
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
1|06 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah 1 8.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 8.000.000,00 | DINAS
Dokumen DPA- Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
SKPD dan Semua UMUM- Manusia Yang
Laporan Hasil Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Koordinasi Semua ALOKASI Berdaya Saing
Penyusunan Kel/Desa UMUM
Dokumen DPA-
SKPD
1|06 |01 | 1.01 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah 2 8.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 8.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Perubahan DPA- Semua UMUM- Manusia Yang
SKPD dan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Laporan Hasil Semua ALOKASI Berdaya Saing
Koordinasi Kel/Desa UMUM
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

1|06 |01 | 1.01 | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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Jumlah Laporan 4 10.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 10.000.000,00 | DINAS
Capaian Kinerja Laporan Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
dan Ikhtisar Semua UMUM- Manusia Yang
Realisasi Kinerja Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
SKPD dan Semua ALOKASI Berdaya Saing
Laporan Hasil Kel/Desa UMuUuM
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
1|06 |01 | 1.01 | 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan 6 60.000.000,00 | Semua DANA Meningkatkan 45.000.000,00 | DINAS
Evaluasi Kinerja Laporan Kota/Kab, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Perangkat Semua UMUM- Manusia Yang
Daerah Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa uMuM
1]06 |01 | 1.02 Administrasi Tingkat - 100 6.426.320.986,00 Meningkatkan 6.540.000.000,00
Keuangan Penyerapan Persen Sumber Daya
Perangkat Anggaran Manusia Yang
Daerah Lingkup SKPD Berkualitas Dan
Berdaya Saing
1|06 | 01 | 1.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang 64 6.399.419.236,00 | Kab. DANA Meningkatkan 6.500.000.000,00 | DINAS
yang Menerima Orang/ Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Gaji dan Bulan Semua UMUM- Manusia Yang
Tunjangan ASN Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UuMuM
1|06 | 01 | 1.02 | 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah 150 3.600.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 20.000.000,00 | DINAS
Dokumen Hasil Dokumen Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Penyediaan Semua UMUM- Manusia Yang
Administrasi Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Pelaksanaan Semua ALOKASI Berdaya Saing
Tugas ASN Kel/Desa UMUM
1|06 |01 | 1.02 | 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah 12 3.471.750,00 | Kab. DANA Meningkatkan 5.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Penatausahaan Semua UMUM- Manusia Yang
dan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Pengujian/Verifi Semua ALOKASI Berdaya Saing
kasi Keuangan Kel/Desa UMUM
SKPD
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1|06 | 01 | 1.02 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan 2 4.830.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 5.000.000,00 | DINAS
Keuangan Akhir Laporan Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Tahun SKPD dan Semua UMUM- Manusia Yang
Laporan Hasil Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Koordinasi Semua ALOKASI Berdaya Saing
Penyusunan Kel/Desa UMUM
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1|06 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah 2 15.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 10.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Bahan Semua UMUM- Manusia Yang
Tanggapan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Pemeriksaan Semua ALOKASI Berdaya Saing
dan Tindak Kel/Desa UMUM
Lanjut
Pemeriksaan
1|06 | 01 1.03 Administrasi Persentase - 100 15.000.000,00 Meningkatkan - - - 15.000.000,00
Barang Milik Pengelolaan Persen Sumber Daya
Daerah pada Administrasi Manusia Yang
Perangkat Barang Milik Berkualitas Dan
Daerah Daerah Lingkup Berdaya Saing
SKPD
1|06 |01 | 1.03 | 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Rencana 2 5.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 5.000.000,00 | DINAS
Kebutuhan Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Barang Milik Semua UMUM- Manusia Yang
Daerah SKPD Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UMUM
1|06 | 01 | 1.03 | 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan 2 5.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 5.000.000,00 | DINAS
Rekonsiliasi dan Laporan Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Penyusunan Semua UMUM- Manusia Yang
Laporan Barang Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Milik Daerah Semua ALOKASI Berdaya Saing
pada SKPD Kel/Desa UMuUM
1|06 | 01 | 1.03 | 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan 5 5.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 5.000.000,00 | DINAS
Penatausahaan Laporan Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Barang Milik Semua UMUM- Manusia Yang
Daerah pada Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
SKPD Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UMUM
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06 | 01 1.05 Administrasi Persentase - 100 168.000.000,00 Meningkatkan 219.000.000,00
Kepegawaian Pengelolaan Persen Sumber Daya
Perangkat Administrasi Manusia Yang
Daerah Kepegawaian Berkualitas Dan
Lingkup SKPD Berdaya Saing
06 | 01 | 1.05 | 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket 64.00 90.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 90.000.000,00 | DINAS
Pakaian Dinas Paket Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Beserta Atribut Semua UMUM- Manusia Yang
Kelengkapan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa uMuM
06 | 01 | 1.05 | 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah 2 9.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 9.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Pendataan dan Semua UMUM- Manusia Yang
Pengolahan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Administrasi Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kepegawaian Kel/Desa UMUM
06 | 01 | 1.05 | 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah 0 30.000.000,00 | Semua DANA - 0,00 | DINAS
Dokumen Hasil Dokumen Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Koordinasi dan Semua UMUM-
Pelaksanaaan Kecamatan, | DANA
Sistem Semua ALOKASI
Informasi Kel/Desa umMuM
Kepegawaian
06 | 01 | 1.05 | 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai 10rang 9.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 60.000.000,00 | DINAS
Berdasarkan Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Tugas dan Semua UMUM- Manusia Yang
Fungsi yang Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Mengikuti Semua ALOKASI Berdaya Saing
Pendidikan dan Kel/Desa uMuM
Pelatihan
06 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang 64 Orang 10.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 10.000.000,00 | DINAS
yang Mengikuti Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Sosialisasi Semua UMUM- Manusia Yang
Peraturan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Perundang- Semua ALOKASI Berdaya Saing
Undangan Kel/Desa UMUM
06 | 01 | 1.05 | 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
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Jumlah Orang 10 Orang 20.000.000,00 | Semua DANA Meningkatkan - - 50.000.000,00 | DINAS
yang Mengikuti Kota/Kab, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Bimbingan Semua UMUM- Manusia Yang
Teknis Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Implementasi Semua ALOKASI Berdaya Saing
Peraturan Kel/Desa UMuUuM
Perundang-
Undangan
1|06 |01 | 1.06 Administrasi Persentase - 100 751.500.000,00 Meningkatkan - - - 1.070.000.000,00

Umum Pengelolaan Persen Sumber Daya

Perangkat Administrasi Manusia Yang

Daerah Umum Lingkup Berkualitas Dan
SKPD Berdaya Saing

1106 |01 | 106 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket 5 Paket 10.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 10.000.000,00 | DINAS
Komponen Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Instalasi Semua UMUM- Manusia Yang

Listrik/Penerang Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan

an Bangunan Semua ALOKASI Berdaya Saing

Kantor yang Kel/Desa UMUM

Disediakan

1|06 |01 | 1.06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket 1 Paket 56.500.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 70.000.000,00 | DINAS
Bahan Logistik Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Kantor yang Semua UMUM- Manusia Yang
Disediakan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UMUM
1|06 | 01 | 1.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket 2 Paket 20.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 25.000.000,00 | DINAS
Barang Cetakan Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
dan Semua UMUM- Manusia Yang
Penggandaan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
yang Disediakan Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UMuUM
1|06 | 01 | 1.06 | 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah 1 25.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan - - 25.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Bahan Bacaan Semua UMUM- Manusia Yang
dan Peraturan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Perundang- Semua ALOKASI Berdaya Saing
Undangan yang Kel/Desa umMuMm
Disediakan

1|06 | 01 | 1.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
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Jumlah Paket 1 Paket 40.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 40.000.000,00 | DINAS
Bahan/Material Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
yang Disediakan Semua UMUM- Manusia Yang
Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UMuUuM
1|06 | 01 | 1.06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 100 450.000.000,00 | Semua DANA Meningkatkan 650.000.000,00 | DINAS
Penyelenggaraa Laporan Kota/Kab, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
n Rapat Semua UMUM- Manusia Yang
Koordinasi dan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Konsultasi SKPD Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa umMuM
1|06 | 01 | 1.06 | 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah 8 150.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 250.000.000,00 | DINAS
Dokumen Dokumen Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Dukungan Semua UMUM- Manusia Yang
Pelaksanaan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Sistem Semua ALOKASI Berdaya Saing
Pemerintahan Kel/Desa uMuM
Berbasis
Elektronik SKPD
1106 |01 | 107 Pengadaan Persentase - 100 207.759.799,00 Meningkatkan 260.000.000,00
Barang Milik Pengelolaan Persen Sumber Daya
Daerah Pengadaan Manusia Yang
Penunjang Barang Milik Berkualitas Dan
Urusan Daerah Berdaya Saing
Pemerintah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintah
Daerah
1|06 | 01 | 1.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 8 Unit 207.759.799,00 | Kab. DANA Meningkatkan 260.000.000,00 | DINAS
Peralatan dan Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Mesin Lainnya Semua UMUM- Manusia Yang
yang Disediakan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa UMuUM
1|06 |01 | 1.08 Penyediaan Jasa | Persentase - 100 210.000.000,00 Meningkatkan 210.000.000,00
Penunjang Pengelolaan Persen Sumber Daya
Urusan Jasa Penunjang Manusia Yang
Pemerintahan Urusan Berkualitas Dan
Daerah Pemerintahan Berdaya Saing
Daerah
1|06 | 01 | 1.08 | 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 3 85.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 85.000.000,00 | DINAS
Penyediaan Jasa Laporan Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Komunikasi, Semua UMUM- Manusia Yang
Sumber Daya Kecamatan, | DANA
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Air dan Listrik Semua ALOKASI Berkualitas Dan
yang Disediakan Kel/Desa UuMuM Berdaya Saing
1|06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan 1 125.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 125.000.000,00 | DINAS
Penyediaan Jasa Laporan Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Pelayanan Semua UMUM- Manusia Yang
Umum Kantor Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
yang Disediakan Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa umMuM
106 |01 | 109 Pemeliharaan Persentase - 100 205.000.000,00 Meningkatkan 600.000.000,00
Barang Milik Pemeliharaan Persen Sumber Daya
Daerah Barang Milik Manusia Yang
Penunjang Daerah Berkualitas Dan
Urusan Berdaya Saing
Pemerintahan
Daerah
1|06 |01 | 1.09 | 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 1 Unit 45.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 50.000.000,00 | DINAS
Kendaraan Mamuiju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Perorangan Semua UMUM- Manusia Yang
Dinas atau Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Kendaraan Semua ALOKASI Berdaya Saing
Dinas Jabatan Kel/Desa uMuM
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya
1|06 | 01 | 1.09 | 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah 30.00 150.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 250.000.000,00 | DINAS
Kendaraan Unit Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Dinas Semua UMUM- Manusia Yang
Operasional Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
atau Lapangan Semua ALOKASI Berdaya Saing
yang Dipelihara Kel/Desa UMUM
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1|06 |01 | 1.09 | 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 10 Unit 10.000.000,00 | Kab. DANA Meningkatkan 50.000.000,00 | DINAS
Peralatan dan Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Mesin Lainnya Semua UMUM- Manusia Yang
yang Dipelihara Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa uMuM
1|06 |01 | 1.09 | 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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Jumlah Gedung 2 Unit 0,00 | Kab. DANA Meningkatkan - 250.000.000,00 | DINAS
Kantor dan Mamuju, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Bangunan Semua UMUM- Manusia Yang
Lainnya yang Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Dipelihara/Dire Semua ALOKASI Berdaya Saing
habilitasi Kel/Desa UMUM
2 11|06 | 02 PROGRAM Persentase - 46,43 350.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMBERDAYAA Pemberdayaan Persen
N SOSIAL Sosial
1]106 |02 | 101 Penerbitan lIzin Persentase Izin - 100 50.000.000,00 - 1. 250.000.000,00
Pengumpulan dan Non Izin Persen Penanganan
Sumbangan Pelaksanaan Kemiskinan
Lintas Daerah UGB dan PUB
Kabupaten/Kota | yang diterbitkan
dalam 1 (Satu) sesuai dengan
Daerah Provinsi ketentuan
1|06 | 02 | 1.01 | 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Jumlah 4 50.000.000,00 | Semua DANA - 1. 250.000.000,00 | DINAS
Dokumen Hasil Dokumen Kota/Kab, TRANSFER Penanganan SOSIAL
Koordinasi dan Semua UMUM- Kemiskinan
Sinkronisasi Kecamatan, | DANA
Penerbitan Izin Semua ALOKASI
Undian Gratis Kel/Desa umMuM
Berhadiah dan
Pengumpulan
Uang atau
Barang
1|06 |02 | 1.02 Pemberdayaan PSKS yang - 75 300.000.000,00 - - 1.250.000.000,00
Potensi Sumber memiliki Persen
Kesejahteraan Kompetensi
Sosial Provinsi Pemberdayaan
Sosial
1|06 | 02 | 1.02 | 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
Jumlah Tenaga 69 Orang 50.000.000,00 | Semua DANA - - 650.000.000,00 | DINAS
Kesejahteraan Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Sosial Semua UMUM-
Kecamatan Kecamatan, | DANA
Kewenangan Semua ALOKASI
Provinsi yang Kel/Desa UuMuM
Meningkat
Kapasitasnya
1|06 | 02 | 1.02 | 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
Jumlah Keluarga 40 0,00 | Kab. DANA Meningkatkan - 200.000.000,00 | DINAS
yang Meningkat Keluarga Majene, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Kapasitasnya Semua UMUM- Manusia Yang
Kewenangan Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Provinsi Semua ALOKASI Berdaya Saing
Kel/Desa umMuM
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1|06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
Jumlah 4 250.000.000,00 | Semua DANA 400.000.000,00 | DINAS
Lembaga Lembaga Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Kesejahteraan Semua UMUM-
Sosial yang Kecamatan, | DANA
Meningkat Semua ALOKASI
Kapasitasnya Kel/Desa UMUM
Kewenangan
Provinsi
3 1|06 | 04 PROGRAM Persentase - 47 2.870.850.000,00 1.580.000.000,00
REHABILITASI Mutu Layanan Persen
SOSIAL Rehabilitasi
Sosial
1|06 |04 | 101 Rehabilitasi Persentase - 100 831.818.411,00 450.000.000,00
Sosial Dasar Penyandang Persen
Penyandang Disabilitas yang
Disabilitas mendapatkan
TerlAntar di Pelayanan
dalam Panti Rehabilitasi
Sosial
1|06 | 04 | 1.01 | 0002 Penyediaan Sandang
Jumlah Orang 90 Orang 190.000.000,00 | Semua DANA 100.000.000,00 | DINAS
yang Menerima Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Pakaian dan Semua UMUM-
Kelengkapan Kecamatan, | DANA
Lainnya yang Semua ALOKASI
Tersedia dalam Kel/Desa uMuM
1 Tahun
Kewenangan
Provinsi
1106 |04 | 101 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
Jumlah Peserta 100 200.000.000,00 | Semua DANA 200.000.000,00 | DINAS
Bimbingan Fisik, Orang Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Mental, Semua UMUM-
Spiritual dan Kecamatan, | DANA
Sosial Semua ALOKASI
Kewenangan Kel/Desa UMUM
Provinsi
1|06 | 04 | 1.01 | 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
Jumlah Peserta 10 Orang 61.818.411,00 | Kab. DANA 50.000.000,00 | DINAS
Bimbingan Polewali TRANSFER SOSIAL
Aktivitas Hidup Mandar, UMUM-
Sehari-Hari Semua DANA
Kewenangan Kecamatan, | ALOKASI
Provinsi Semua UuMuM
Kel/Desa
1|06 | 04 | 1.01 | 0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
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Jumlah 2 380.000.000,00 | Semua DANA 100.000.000,00 | DINAS
Dokumen Hasil Dokumen Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Koordinasi dan Semua UMUM-
Fasilitasi Kecamatan, | DANA
Rehabilitasi Semua ALOKASI
Sosial Dasar Kel/Desa UMuUuM
Penyandang
Disabilitas
Terlantar
1|06 | 04 | 1.02 Rehabilitasi Persentase - 100 809.000.000,00 480.000.000,00
Sosial Dasar Anak Terlantar Persen
Anak TerlAntar yang menerima
di dalam Panti layanan
Rehabilitasi
Sosial
1|06 | 04 | 1.02 | 0002 Penyediaan Makanan
Jumlah Orang 70 Orang 95.000.000,00 | Semua DANA 100.000.000,00 | DINAS
yang Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Mendapatkan Semua UMUM-
Pemenuhan Kecamatan, | DANA
Kebutuhan Semua ALOKASI
Permakanan Kel/Desa UuMuM
sesuai dengan
Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Provinsi
1|06 | 04 | 1.02 | 0003 Penyediaan Sandang
Jumlah Orang 60 Orang 90.000.000,00 | Semua DANA 100.000.000,00 | DINAS
yang Menerima Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Pakaian dan Semua UMUM-
Kelengkapan Kecamatan, | DANA
Lainnya yang Semua ALOKASI
Tersedia dalam Kel/Desa umMuM
1 Tahun
Kewenangan
Provinsi
1106 | 04 | 1.02 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
Jumlah Peserta 200 150.000.000,00 | Semua DANA 200.000.000,00 | DINAS
Bimbingan Fisik, Orang Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Mental, Semua UMUM-
Spiritual dan Kecamatan, | DANA
Sosial Semua ALOKASI
Kewenangan Kel/Desa UMUM
Provinsi
1|06 | 04 | 1.02 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
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Jumlah 2 474.000.000,00 | Semua DANA 80.000.000,00 | DINAS
Dokumen Hasil Dokumen Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Koordinasi dan Semua UMUM-
Pembinaan Kecamatan, | DANA
Rehabilitasi Semua ALOKASI
Sosial Dasar Kel/Desa UMuUuM
Anak Terlantar
di dalam Panti
1|06 | 04 | 1.03 Rehabilitasi Persentase - 100 590.000.000,00 480.000.000,00
Sosial Dasar Lanjut Usia yang Persen
Lanjut Usia mendapatkan
Terlantar di Pelayanan
dalam Panti Rehabilitasi
Sosial
1|06 | 04 | 1.03 | 0001 Penyediaan Permakanan
Jumlah Orang 60 Orang 150.000.000,00 | Semua DANA 70.000.000,00 | DINAS
yang Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Mendapatkan Semua UMUM-
Pemenuhan Kecamatan, | DANA
Kebutuhan Semua ALOKASI
Permakanan Kel/Desa uMuM
sesuai dengan
Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Provinsi
1|06 | 04 | 1.03 | 0002 Penyediaan Sandang
Jumlah Orang 50 Orang 90.000.000,00 | Semua DANA 50.000.000,00 | DINAS
yang Menerima Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Pakaian dan Semua UMUM-
Kelengkapan Kecamatan, | DANA
Lainnya yang Semua ALOKASI
Tersedia dalam Kel/Desa UMUM
1 Tahun
Kewenangan
Provinsi
1|06 | 04 | 103 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
Jumlah Peserta 300 350.000.000,00 | Semua DANA 300.000.000,00 | DINAS
Bimbingan Fisik, Orang Kota/Kab, TRANSFER SOSIAL
Mental, Semua UMUM-
Spiritual dan Kecamatan, | DANA
Sosial Semua ALOKASI
Kewenangan Kel/Desa UuMuM
Provinsi
1|06 | 04 | 1.03 | 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
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Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Fasilitasi
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar
Kewenangan
Provinsi

3
Dokumen

0,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM

60.000.000,00

DINAS
SOSIAL

04

1.04

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Gelandangan
dan Pengemis di
dalam Panti

Persentase
Gelandangan
dan Pengemis
yang menerima
layanan
Rehabilitasi
Sosial

100
Persen

240.031.589,00

20.000.000,00

04

1.04

0001

Penyediaan Perma

kanan

Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Permakanan
Sesuai dengan
Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Provinsi

25 Orang

240.031.589,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM

20.000.000,00

DINAS
SOSIAL

04

1.05

Rehabilitasi
Sosial bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar
HIV/AIDS dan
NAPZA dim Panti

Persentase
PPKS lainnya
diluar HIV/AIDS
dan NAPZA
berdasarkan
Jenis yang
mendapatkan
layanan
Rehabilitasi
Sosial

100
Persen

400.000.000,00

150.000.000,00

04

1.05

0005

Pemberian Bimbin

gan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental,
Spiritual dan
Sosial
Kewenangan
Provinsi

50 Orang

400.000.000,00

Kab.
Mamuiju,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-
DANA
ALOKASI
uMuM

150.000.000,00

DINAS
SOSIAL
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4 11|06 | 05 PROGRAM Cakupan - 60 1.560.000.000,00 7.700.000.000,00
PERLINDUNGAN | Pengelolaan Persen
DAN JAMINAN Data Terpadu
SOSIAL Kesejahteraan
Sosial
Kewajiban
Provinsi
1]06 | 05 | 1.02 Pengelolaan Persentase - 100 1.560.000.000,00 1.4.1. 7.700.000.000,00
Data Fakir Daerah yang Persen Pengurangan
Miskin Cakupan aktif melakukan Beban
Daerah Provinsi pemutakhiran Pengeluaran
DTKS Masyarakat
melalui
Perluasan
Jangkauan
Perlindungan
Sosial
1|06 | 05 | 1.02 | 0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Keluarga 100 825.000.000,00 | Semua DANA 1.4.1. 500.000.000,00 | DINAS
Penerima Keluarga Kota/Kab, TRANSFER Pengurangan SOSIAL
Manfaat (KPM) Semua UMUM- Beban
yang Kecamatan, | DANA Pengeluaran
Mendapatkan Semua ALOKASI Masyarakat
Bantuan Sosial Kel/Desa UuMuM melalui
Kesejahteraan Perluasan
Keluarga Jangkauan
Kewenangan Perlindungan
Provinsi Sosial
1|06 | 05 | 1.02 | 0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga 118000 100.000.000,00 | Semua DANA 1.4.1. 1.200.000.000,00 | DINAS
yang Keluarga Kota/Kab, TRANSFER Pengurangan SOSIAL
Mendapatkan Semua UMUM- Beban
Pengentasan Kecamatan, | DANA Pengeluaran
Fakir Miskin Semua ALOKASI Masyarakat
Lintas Kel/Desa UuMuUM melalui
Kabupaten/Kota Perluasan
Jangkauan
Perlindungan
Sosial
1|06 | 05 | 1.02 | 0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Orang 2000 635.000.000,00 | Semua DANA 1.4.1. 6.000.000.000,00 | DINAS
Mendapatkan Orang Kota/Kab, TRANSFER Pengurangan SOSIAL
Bantuan Semua UMUM- Beban
Pengembangan Kecamatan, | DANA Pengeluaran
Ekonomi Semua ALOKASI Masyarakat
Masyarakat Kel/Desa UMUM melalui
Kewenangan Perluasan
Provinsi Jangkauan
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Perlindungan
Sosial

06

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Persentase
Korban Bencana
Alam dan Sosial
yang Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya pada
Saat dan
Setelah
Tanggap
Darurat
Bencana
Provinsi

- 100
Persen

752.125.000,00

280.000.000,00

06

1.01

Perlindungan
Sosial Korban
Bencana Alam
dan Sosial
Provinsi

Persentase
Korban Bencana
Alam dan Sosial
Provinsi yang
Tertangani

- 100
Persen

752.125.000,00

280.000.000,00

06

1.01

0001

Penyediaan Perma

kanan

Jumlah
Pengungsi yang
Mendapatkan
Permakanan
3x1 Hari dalam
Masa Tanggap
Darurat
Kewenangan
Provinsi

1000
Orang

394.750.000,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM

200.000.000,00

DINAS
SOSIAL

06

1.01

0002

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
Pakaian dan
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia pada
Masa Tanggap
Darurat
(Pengungsian)
dan Pasca
Bencana
Kewenangan
Provinsi

1000
Orang

357.375.000,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM

80.000.000,00

DINAS
SOSIAL

07

PROGRAM
PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM

PAHLAWAN

Persentase
Pengelolaan
Taman Makam

- 100
Persen

170.000.000,00

50.000.000,00
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Pahlawan
Provinsi
1|06 |07 | 101 Pengelolaan Persentase - 100 170.000.000,00 Meningkatkan 50.000.000,00
Taman Makam Pengelolaan Persen Sumber Daya
Pahlawan Taman Makam Manusia Yang
Nasional Pahlawan Berkualitas Dan
Provinsi Nasional Berdaya Saing
Provinsi
1| 06 | 07 | 1.01 | 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Jumlah Makam 2 Makam 170.000.000,00 | Semua DANA Meningkatkan 50.000.000,00 | DINAS
yang Terpenuhi Kota/Kab, TRANSFER Sumber Daya SOSIAL
Pemeliharannya Semua UMUM- Manusia Yang
pada Taman Kecamatan, | DANA Berkualitas Dan
Makam Semua ALOKASI Berdaya Saing
Pahlawan Kel/Desa UuMuM
Nasional Kab.
Provinsi Mamuju,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
JUMLAH 13.867.555.785,00 20.320.000.000,00
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat merupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra SKPD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 dalam
rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan dalam penyusunan
usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahun Anggaran
2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana
Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran dari Rencana Kerja Instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan Sosial di atas hal-hal
lain yang perlu diperhatikan adalah pembangunan UPTD Rehabilitasi Sosial Terpadu sebagai
bentuk penyediaan pelayanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ini disusun
sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan

kesejahteraan sosial Tahun 2023.

Mamuiju, 24 Juli 2023

== ~Kepala Dinas Sosial
;'\ \ :ﬁ”i pRr,o\nnS| Sulawesi Barat,

Drs/H. MUHAMMAD RAHMAT, MM
| _“Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19640408 198603 1 023
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